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Abstrak 
Dalam Negara Hukum perlindungan terhadap hak asasi manusia harus dijamin oleh Negara, di mana setiap 
warga negara mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintah, ini merupakan konsekwensi prinsip 
kedaulatan rakyat serta prinsip negara hukum. Secara normatif, pengadilan adalah tempat untuk mendapatkan keadilan. 
Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk 
menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara berdasarkan alat bukti. Salah satu alat bukti dalam Hukum Acara Perdata 
adalah bukti surat atau disebut akta. Jenis akta ada dua yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan.Akta otentik ialah 
akta yang dibuat dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya, sehingga   
mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna). Akta dibawah tangan 
adalah akta yang dibuat sendiri oleh para pihak, antara lain akta dibawah tangan yang didaftar (waarmerking) dan atau 
dilegalisasi. Akibat hukum akta dibawah tangan yang didaftarkan (waarmerking ) dan atau dilegalisasi tidak dapat 
dipergunakan sebagai alat bukti yang sempurna. Terhadap akta waarmerking, pertanggungjawaban Notaris sebatas pada 
membenarkan bahwa para pihak membuat perjanjian/kesepakatan pada tanggal yang tercantum dalam surat yang 
didaftarkan, sedangkan akibat hukum  akta dibawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris adalah hanya mempunyai 
kekuatan pembuktian tentang tanggal dan tandatangan yang tercantum di dalamnya, sehingga  tidak mempunyai 
kekuatan pembuktian yang sempurna karena kepastian hukumnya  terletak pada tandatangan para pihak yang jika diakui, 
merupakan bukti sempurna seperti akta otentik.  
Kata kunci: Akta , Waarmerking, Legalisasi. 
 
Abstract 
In a Country of Law, the protection of human rights must be guaranteed by the Country, where every citizen 
has the same position before the law and the government, this is a consequence of the principle on sovereignty of the 
people and the rule of law. Normatively, the court is the place to get justice. The court ruling is the statement of a judge 
that is pronounced at a court open to the public to settle or terminate a case on the basis of evidence. One of the 
evidences in a Civil Procedure Code is proof of letter or a deed. There are two types of deeds: an authentic deed and a 
privately made deed. An authentic deed is a deed made before the ruling public servants where the deed is made, thus 
having a binding legal force (having a perfect power of proof). Privately made deed is a deed made by the parties, 
among others a registered privately made deed (waarmerking) and or legalized. The consequences of a registered 
privately made deed (waarmerking) and or legalized is that either one cannot be used as a perfect evidence. In terms of 
waarmerking, the responsibility of a Notary is limited to confirming that the parties make an agreement / deal on the 
date specified in the registered letter, whereas the effect of a registered privately made deed legalized by the notary is 
only having the power to verify the date and the signature contained within, therefore it does not have the perfect power 
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of proof because the legal certainty lies in the signature of the parties which, if acknowledged, are perfect proofs such 
as an authentic deed. 




Negara Indonesia adalah negara hukum, 
sebagaimana diatur dalam  Pasal 1 Ayat (3) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
(UUD NRI 1945). Penegasan ketentuan dalam  
konstitusi ini mengandung arti bahwa  segala aspek 
kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan 
pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. 
Sehingga  diharapkan mampu memberikan 
perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya 
secara adil dan tidak boleh memihak siapapun, mampu  
memegang teguh dan menjunjung tinggi hukum dengan 
berlandaskan hukum yang ada (rechtstaat) dalam 
melaksanakan pemerintahannya, tanpa melihat 
kekuasaan semata (machstaat). 
 Untuk mewujudkan negara hukum, salah 
satunya dibutuhkan  instrumen-instrumen  hukum yang 
digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan 
di segala bidang kehidupan dan penghidupan rakyat 
melalui peraturan perundang-undangan dengan tidak 
mengesampingkan fungsi yurisprudensi. Hal ini 
memperlihatkan bahwa peraturan perundang-undangan 
mempunyai peranan yang penting dalam negara hukum 
Indonesia. 
Dalam kehidupan bermasyarakat hubungan 
antara orang yang satu dengan orang lainnya selalu akan 
menyangkut hak dan kewajiban, pelaksanaan hak dan 
kewajiban seringkali menimbulkan pelanggaran, akibat 
dari adanya pelanggaran hak dan kewajiban tersebut 
maka akan menimbulkan peristiwa hukum. hubungan 
yang terjadi antar masyarakat sering didominasi oleh 
faktor kepentingan ataupun kebutuhan dasar hidup 
manusia. Oleh karena adanya  hubungan antar 
masyarakat tersebut, maka hukum mengatur hubungan 
tersebut melalui peraturan sehingga tercapai kepastian 
hukum dan keseimbangan berkaitan hak dan kewajiban. 
Dan pelaksanaan hubungan antar masyarakat tersebut 
dalam hukum dinamakan hubungan hukum atau 
perbuatan hukum. 
Perbuatan hukum sering dilakukan seseorang 
untuk memperoleh kepastian atas hak dan kewajiban 
yang seharusnya dipikulnya. Perbuatan hukum tersebut 
mencakup seluruh perbuatan yang dapat menimbulkan 
akibat hukum Perbuatan hukum umumnya dikenal 
dengan perbuatan yang menimbulkan perikatan, baik 
perikatan dengan pemerintah, kelompok masyarakat, 
badan hukum, bahkan terhadap seseorang lainya yang 
isinya untuk berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu dan 
memberikan sesuatu. Untuk itu melalui kewajiban-
kewajiban bahkan hak-hak yang terikat atas 
kesepakatan dalam isi perikatan itu, apabila tidak 
dilaksanakan, maka akan menimbulkan akibat hukum 
bagi yang tidak melaksanakan hak dan kewajiban 
tersebut, yang mengakibatkan timbulnya perkara-
perkara di Pengadilan. 
Secara normatif, pengadilan adalah tempat 
untuk mendapatkan keadilan. Hal itu tersandang dari 
namanya “pengadilan” dan dari irah-irah putusan 
Hakim yang menjadi gawangnya. Menurut irah-irah itu, 
dalam menyelesaikan perkara Hakim tidak bekerja 
“demi hukum” atau “demi undang-undang”, melainkan 
“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 
Esa”. Frase “Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” 
menjadi simbol bahwa Hakim bekerja mewakili Tuhan 
Yang Maha Esa. Frase itu juga menjadi jaminan bahwa 
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Hakim dalam menyelesaikan perkara akan bekerja 
secara jujur, bersih, dan adil karena ia mengatas 
namakan Tuhan.  
Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim 
yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka 
untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri 
suatu perkara. Putusan dapat dijatuhkan setelah 
pemeriksaan perkara selesai dan oleh pihak-pihak yang 
berperkara sudah tidak ada lagi yang ingin 
dikemukakan. Putusan pengadilan merupakan suatu 
yang sangat diharapkan oleh pihak-pihak yang 
berperkara, sebab dengan putusan pengadilan tersebut 
pihak-pihak yang berperkara mengharapkan adanya 
suatu  kepastian hukum dan putusan yang seadil-
adilnya. Untuk memberikan putusan pengadilan yang 
benar-benar  menciptakan kepastian hukum dan 
mencerminkan keadilan, hakim yang melaksanakan 
peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara 
yang sebenarnya dan peraturan hukum yang 
mengaturnya untuk diterapkan, baik peraturan hukum 
yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan 
maupun hukum yang tidak tertulis dalam hukum adat.  
Suatu perkara di Pengadilan tidak dapat diputus 
oleh hakim tanpa didahului dengan adanya pembuktian, 
dan dalam pembuktian inilah  diperlukan alat-alat bukti. 
Alat-alat bukti ini  dipergunakan oleh pihak-pihak yang 
berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran 
tuntutannya (dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan) 
dan atau bantahannya, sedangkan bagi hakim alat bukti 
ini dipergunakan sebagai dasar untuk memberikan 
putusan yang bersifat difinitif, pasti. Dengan demikian, 
dalam hukum acara perdata alat bukti merupakan 
kebenaran formil.  Menurut sistem Hersien Indonesia 
Reglement (HIR), dalam acara perdata hakim terikat 
pada alat-alat bukti yang sah, artinya bahwa hakim 
hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat 
bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Alat-alat 
bukti yang dapat diperkenankan di dalam persidangan 
disebutkan dalam Pasal 164 HIR yang terdiri dari bukti 
surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan 
sumpah. 
Bukti surat atau bukti tertulis adalah segala 
sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang 
dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk 
menyampaikan pemikiran seseorang dan digunakan 
sebagai pembuktian. Surat sebagai alat bukti tertulis 
dapat  dibagi dua yaitu surat yang merupakan akta dan 
surat lainnya yang bukan akta. Akta adalah surat 
sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, memuat 
peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, 
dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. 
Pembuktian disini merupakan suatu tindakan bahwa 
peristiwa hukum telah dilakukan dan akta itu adalah 
buktinya. Sehelai kuitansi merupakan akta yang 
tergolong sebagai akta dibawah tangan. Suatu akta 
haruslah ditandatangan untuk membedakan akta yang 
satu dengan akta yang lainnya atau dengan akta yang 
dibuat oleh orang lain. Akta dapat mempunyai fungsi 
formal, yang berarti bahwa untuk lengkapnya atau 
sempurnanya (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan 
hukum, haruslah dibuat suatu akta. Selain itu, sifat 
tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta dapat 
digunakan sebagai alat bukti di kemudian hari, 
sedangkan akta sendiri dibagi lebih lanjut menjadi akta 
otentik dan akta dibawah tangan. 
 Menurut Pasal 1868 KUHPerdata, menyatakan 
bahwa :”akta otentik adalah akta yang dibuat dalam 
bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat 
oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang 
berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu 
dibuatnya”.  Secara teoritis akta otentik adalah surat 
atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara 
resmi dibuat untuk pembuktian. Secara dogmatis 
menurut pasal 1868 KUH Pedata akta otentik adalah 
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akta yang bentuknya ditentukan undang-undang dan 
dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum 
yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akata 
dibuatnya. Berdasarkan Pasal PJN jo. Pasal 1868 KUH 
Perdata, notarislah satu-satunya pejabat umum yang 
berwenang membuat akta otentik.  
Dalam kenyataannya, terkadang karna 
pertimbangan faktor biaya suatu perjanjian dibuat 
secara  di bawah tangan yang dapat saja perjanjian 
tersebut dimanfaatkan  oleh salah satu pihak untuk 
kepentingannya sendiri dengan merugikan pihak lain. 
Disamping faktor biaya, terkadang suatu perjanjian 
dapat terbentuk berdasarkan  kepercayaan sepenuhnya  
kepada keyakinan agama.  Kita mengetahui bahwa 
Hukum agama (Hindu) secara umum mengatur semua 
sendi kehidupan manusia secara menyeluruh, 
mencakup segala macam aspeknya. Hubungan manusia 
dengan Ida Sanghyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha 
Esa), hubungan manusia dengan manusia, dan 
hubungan manusia dengan lingkungan ( konsep Tri Hita 
Karana).  
 Perjanjian di bawah tangan ini dibuat sendiri 
oleh para pihak yang berjanji dan sepakat tanpa 
memenuhi suatu standar baku tertentu hanya 
berdasarkan kepercayaan, sehingga kekuatan 
pembuktiannya hanya tergantung kepada para  pihak itu 
sendiri, sehingga  ada kemungkinan salah satu pihak 
dapat menyangkal perjanjian yang telah disepakati. Hal 
ini menjadi tidak sesuai dengan tujuan dibuatnya 
perjanjian tertulis (dalam bentuk surat), yaitu untuk 
memberikan kepastian hukum bagi para pihak (Salim, 
2003). Salah satu upaya yang dapat dilakukan para 
pihak pembuat perjanjian di bawah tangan supaya dapat 
lebih memberikan suatu kepastian hukum adalah 
dengan mendaftarkan surat tersebut di Kantor Notaris 
(waarmerking) dan atau dilegalisasi.  
Permasalahannya, bagaimanakah akibat hukum 
dari suatu perjanjian tertulis dibawah tangan yang 
didaftarkan (waarmerking) dan atau dilegalisasi? 
 
II. PEMBAHASAN  
2.1 Pengertian, Asas-asas dan Syarat Sah  
Perjanjian 
Menurut Pasal 1313 KUH Perdata Perjanjian 
adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. 
Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum 
antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang 
di dalamya terdapat hak dan kewajiban masing-masing 
pihak.  Dengan demikian perjanjian adalah  suatu 
peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain 
atau dimana antara dua orang/lebih itu saling berjanji 
untuk melaksanakan sesuatu hal (Subekti, 1985). 
Perjanjian juga disebut persetujuan, karena 
kedua pihak yang mengadakan perikatan setuju untuk 
melakukan sesauatu (sama-sama melakukan atau 
melaksanakan sesuatu yang telah disepakati. Perjanjian 
menimbulkan perikatan antar dua orang atau lebih yang 
membuatnya, dengan demikian hubungan antara 
perikatan dengan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu 
menimbulkan perikatan (perjanjian adalah sumber 
perikatan). Perikatan merupakan suatu pengertian yang 
abstrak, sedangkan perjanjian merupakan suatu 
peristiwa hukum yang konkrit.   
Ada beberapa azas yang dapat ditemukan dalam 
Hukum Perjanjian, namun ada dua diantaranya yang 
merupakan azas terpenting dan karenanya perlu untuk 
diketahui, yaitu (Badrulzaman, 1983): 
1. Azas Konsensualitas, yaitu bahwa suatu 
perjanjian dan perikatan yang timbul telah lahir 
sejak detik tercapainya kesepakatan, selama 
para pihak dalam perjanjian tidak menentukan 
lain. Azas ini sesuai dengan ketentuan Pasal 
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1320 KUH Perdata mengenai syarat-syarat 
sahnya perjanjian. 
2. Azas Kebebasan Berkontrak, yaitu bahwa para 
pihak dalam suatu perjanjian bebas untuk 
menentukan materi/isi dari perjanjian 
sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban 
umum, kesusilaan dan kepatutan. Azas ini 
tercermin jelas dalam Pasal 1338 KUH Perdata 
yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang 
dibuat secara sah mengikat sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya. 
Dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan, 
untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, 
yaitu: 
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 
artinya berdasarkan kesepakatan tanpa adanya 
paksaan, kekhilafan, dan penipuan. 
2. Kecakapan, artinya para pihak yang 
mengadakan perjanjian  harus cakap menurut 
hukum,  serta berhak dan berwenang 
melakukan perjanjian.  
3. Mengenai suatu hal tertentu, hal ini maksudnya 
adalah bahwa perjanjian tersebut harus 
mengenai suatu obyek tertentu. 
4. Suatu sebab yang halal, yaitu isi dan tujuan 
suatu perjanjian  haruslah berdasarkan hal-hal 
yang tidak bertentangan dengan undang-
undang, kesusilaan dan  ketertiban 
 
2.1.1 Akta Sebagai Bentuk Perjanjian Tertulis 
(surat/akta) 
Berdasarkan  asas dalam hukum perjanjian,  
pada umumnya pembuatan suatu perjanjian tidak terikat 
pada bentuk tertentu, dalam artian dapat dibuat secara 
lisan dan andaikata dibuat secara tertulis maka ini 
bersifat sebagai suatu alat pembuktian apabila terjadi 
suatu perselisihan (Badrulzaman, 1983).  
  Menurut bentuknya, perjanjian dapat 
dilakukan secara lisan dan secara tertulis dalam bentuk 
surat (akta).  Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,  
Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai 
semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang 
diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, dan 
atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk 
dinyatakan dalam akte otentik. Notaris juga berwenang 
mengesahkan tanda tangan  dan menetapkan kepastian 
tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam 
buku khusus. 
Terkadang sebuah perjanjian dibuat tanpa 
melibatkan seorang notaris. Perjanjian yang tidak 
melibatkan seorang notaris disebut sebagai perjanjian di 
bawah tangan. Perjanjian di bawah tangan tidak 
memiliki kekuatan hukum yang kuat karena saat salah 
satu pihak mengingkari isi perjanjian, pihak lainnya 
akan kesulitan untuk membuktikannya. Agar kekuatan 
hukum sebuah perjanjian di bawah tangan dapat bersifat 
mengikat, pihak yang membuat perjanjian tersebut bisa 
mendatangi notaris untuk melakukan legalisasi. 
Legalisasi bisa dilakukan jika surat perjanjian belum 
ditandatangani. Jadi saat draft perjanjian sudah dibuat, 
kedua belah pihak mendatangi notaris. Di sana pihak 
notaris akan membacakan isi surat perjanjian, 
memastikan kedua belah pihak paham isi perjanjian dan 
setelah itu dilakukan penandatanganan oleh kedua belah 
pihak dihadapan notaris. Bagaimana jika surat 
perjanjian sudah terlanjur ditandatangani? Jika surat 
perjanjian sudah terlanjur ditandatangani, kedua belah 
pihak tetap bisa meningkatkan kekuatan hukumnya 
dengan cara  melakukan register/pendaftaran 
(waarmerking) terhadap surat perjanjian tersebut.  
2.12   Akibat Hukum  Akta Dibawah Tangan  
Akta adalah suatu tulisan yang ditandatangani dan 
dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti (Veegens, 
Pariksa - Jurnal Hukum Hindu STAHN Mpu Kuturan Singaraja 32 
 
1934).  Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akta 
adalah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, 
pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang 
peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang 
berlaku, disaksikan, dibuat, dan disahkan oleh pejabat 
resmi. Akta terdiri atas dua jenis, yaitu:  
1. Akta otentik, menurut ketentuan Pasal 1868 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 
yaitu ”Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di 
dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, 
dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum 
yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta 
dibuatnya.” Menurut Sudikno Mertokusumo, akta 
otentik adalah surat yang diberi tanda tangan, yang 
memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak 
atau perikatan, yang dibuat sejak semua dengan 
sengaja untuk pembuktian. Dengan demikian,  
syarat agar suatu akta menjadi akta otentik adalah: 
- Akta otentik harus dibuat dalam bentuk yang 
ditentukan undang-undang. Maksud dari bentuk 
yang ditentukan undang-undang dalam hal ini 
adalah bahwa akta tersebut pembuatannya 
harus memenuhi ketentuan undang-undang, 
khusunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN). 
- Akta otentik harus dibuat dihadapan atau oleh 
pejabat umum (openbaar tersebut ambtenaar). 
Kata ”dihadapan” menunjukkan bahwa akta 
tersebut dibuat atas permintaan seseorang, 
sedangkan akta yang dibuat ”oleh” pejabat 
umum karena adanya suatu kejadian, 
pemeriksaan, keputusan, dan sebagainya (berita 
acara rapat, protes wesel, dan lain-lain). 
- Pejabat yang membuat akta tersebut harus 
berwenang untuk maksud itu di tempat akta 
tersebut dibuat. Berwenang (bevoegd) dalam 
hal ini khususnya menyangkut:  jabatannya dan 
jenis akta yang dibuatnya,  hari dan tanggal 
pembuatan akta,  dan (3) tempat akta dibuat. 
2. Akta dibawah tangan, yaitu akta yang dibuat   
oleh para pihak yang ditulis sendiri  dan 
ditandatangi sendiri oleh para pihak yang 
berkepentingan.  Akta dibawah tangan adalah 
akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh 
para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat, 
jadi semata-mata dibuat antara para pihak yang 
berkepentingan. Dalam akta dibawah tangan 
kekuatan pembuktiannya hampir sama dengan 
akta otentik, bedanya terletak pada kekuatan 
bukti keluar, yang tidak dimiliki oleh akta 
dibawah tangan. Akta dibawah tangan ini dapat 
mempunyai fungsi formil (formalitas causa) 
yang berarti bahwa untuk lengkapnya atau 
sempurnanya suatu perbuatan hukum, haruslah 
dibuat suatu akta. Di sini akta merupakan syarat 
formil adanya suatu perbuatan hukum. Di 
samping fungsinya yang formil, akta dibawah 
tangan juga mempunyai fungsi sebagai alat 
bukti. Alat yang dibuat dengan sengaja untuk 
pembuktian dikemudian hari. Sifat tertulisnya 
perjanjian dalam bentuk akta itu tidak membuat 
sahnya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat 
dipergunakan sebagai alat bukti di kemudian 
hari. Sedangkan kekuatan pembuktiannya hanya 
antara para pihak tersebut apabila para pihak 
tersebut tidak menyangkal dan mengakui adanya 
perjanjian tersebut. (mengakui tanda tangannya 
di dalam perjanjian yang dibuat). Artinya salah 
satu pihak dapat menyangkal akan kebenaran 
tanda tangannya yang ada dalam perjanjian 
tersebut. Dalam hal menilai suatu alat bukti, 
peran, kedudukan, dan keyakinan  hakim sangat 
penting dalam proses perkara perdata yang 
ditanganinya, karena itu hakim hendaknya  
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menilai alat bukti itu dengan baik atau dengan 
obyektif. Adapun macam-macam akta dibawah 
tangan, yaitu: 
- Akta dibawah tangan murni, yaitu akta yang 
dibuat para pihak yang ditulis dan ditandatangi 
sendiri tanpa melibatkan atau tanpa  ada campur 
tangan Notaris.  
- Akta dibawah tangan yang didaftarkan 
(waarmerking); merupakan akta yang dibuat 
oleh pihak-pihak yang berkepentingan lalu 
didaftarkan ke Notaris. Proses pembuatan 
kesepakatan dan penandatangan akta dilakukan 
tidak dihadapan Notaris serta tidak melibatkan 
Notaris. Setelah surat/akta perjanjian disepakati 
dan selesai ditandatangani kedua belah pihak 
lalu akta tersebut dibawa ke Notaris. Pihak 
Notaris selanjutnya melakukan pendataan dan 
mencantumkan akta tersebut dalam buku 
khusus (buku waarmerking). Meskipun 
demikian, kekuatan hukumnya tetap tidak 
sekuat akta otentik. 
- Akta bawah tangan yang dilegalisasi oleh 
Notaris; akta dibawah tangan jenis ini dibuat 
atau ditulis sendiri oleh para pihak yang 
berkepentingan yang  penandatanganan surat 
tersebut  dilakukan di hadapan Notaris. Dalam 
hal ini pihak-pihak yang memiliki kepentingan 
menghadap ke Notaris sambil membawa 
perjanjian yang telah disepakati. Akta bawah 
tangan jenis ini dilakukan untuk memastikan 
kebenaran dan keaslian dari pihak yang 
bertanda tangan. Selain itu juga dilakukan 
untuk memastikan keabsahan dan kepastian 
tanggal dilakukannya tanda tangan itu. 
 
Diantara ke tiga akta tersebut di atas, secara 
sekilas jenis akta bawah tangan yang dilegalisasi  tidak 
jauh berbeda dengan akta otentik. Meskipun demikian, 
terdapat perbedaan mendasar di antara keduanya. 
Perbedaannya, yaitu jika akta bawah tangan yang 
dilegalisasi proses pembuatan perjanjiannya tidak 
melibatkan Notaris. Notaris hanya berperan saat terjadi 
penandatanganan perjanjian dan penandatanganan akta 
dilakukan di hadapan Notaris. Sementara itu, akta 
otentik seluruh prosesnya melibatkan peran Notaris, 
mulai dari penyusunan isi perjanjian hingga 
penandatanganan perjanjian. 
 
2.1.3 Kekuatan Pembuktian  Akta Dibawah 
Tangan 
Kekuatan hukum sebuah akta di bawah tangan 
tidak sekuat akta otentik. Ada beberapa alasan sebuah 
akta otentik lebih kuat posisinya di mata hukum jika 
dibandingkan dengan akta di bawah tangan. Akta di 
bawah tangan tidak memiliki kepastian pada tanggal 
berlakunya perjanjian dan tidak dapat dipastikan atau 
dijamin keaslian tanda tangan para pihak yang terlibat 
(kecuali akta dibawah tangan yang dilegalisasi). 
Timbulnya kesulitan ini karena pihak penandatangan 
bisa saja berkelit dan tidak mengakuinya. Akta dibawah 
tangan rentan untuk hilang karena negara melalui 
Notaris tidak mempunyai minuta akta (akta asli) dari 
perjanjian tersebut. Ketiadaan minuta akta itu 
berdampak pada isi dan jenis perjanjian itu. Akta bawah 
tangan itu dapat diubah isinya atau dipalsukan. Sebuah 
akta di bawah tangan tidak memiliki kekuatan untuk 
melakukan eksekusi. Meskipun dibuat klausul atau poin 
tentang hukuman  di perjanjian tersebut, tetap tidak 
memiliki kekuatan eksekusi. Hal ini dikarenakan 
pembuatannya tidak -eksekusi. 
Kalau dilihat dari kekuatan hukumnya, alat 
bukti surat merupakan alat bukti utama, dikatakan alat 
bukti utama jika dibandingkan dengan alat bukti lainnya 
(saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah), dan 
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karena menurut aturan dalam hukum perdata yang 
dicari adalah kebenaran formal. 
Perjanjian yang dibuat dalam bentuk tertulis 
/tulisan dapat berupa akta, yang ditandatangani, 
berisikan atau memuat tentang hal-hal tertentu yang 
menjadi kesepakatan para pihak sebagai dasar dari suatu 
perjanjian, dan dapat dijadikan sebagai alat bukti jikalau 
timbul perselisihan.  Akta dibawah bagi hakim 
merupakan” bukti bebas” (vrej bewijs), karena akta 
dibawah tangan baru mempunyai kekuatan bukti 
materiil setelah dibuktikan kekuatan formilnya, 
sedangkan kekuatan formilnya baru terjadi bila pihak-
pihak yang bersangkutan mengakui kebenaran isi dan 
proses pembuatan akta itu. Bilamana suatu akta 
dibawah tangan dibantah oleh salah satu pihak atau 
dinyatakan palsu, maka yang menggunakan akta 
dibawah tangan itu sebagai alat bukti haruslah dapat 
membuktikan bahwa akta itu tidak palsu (benar 
adanya).  
Untuk menguatkan akta/surat yang dibuat 
dibawah tangan  agar dapat digunakan sebagai alat 
pembuktian yang lebih baik (kuat)  maka harus 
dilakukan dengan cara diregister/didaftarkan/ 
dibukukan dalam buku register Kantor Notaris              ( 
waarmerking ) ,  dan atau  legalisasi (mengesahkan). 
Dengan waarmerking dan atau legalisasi dapat menjadi 
pertimbangan tersendiri bagi hakim karena dalam hal 
ini kebenaran tanggal dan penandatanganan akta 
dibawah tangan tersebut dilakukan  dihadapan pejabat 
yang berwenang ( pejabat umum “Notaris”). Oleh 
karena dalam waarmerking pihak yang berkepentingan 
membawa surat/akta  yang telah ditandatangani dan 
telah dicantumkan tanggal akta, sehingga Notaris tidak 
bertanggungjawab atas kepastian isi, tanggal, dan 
tandatangan  surat/akta tersebut, Notaris hanya 
memberikan kepastian mengenai tanggal penerimaan 
surat itu (pendaftaran/registrasi). Demikian pula 
terhadap akta dibawah tangan yang dilegalisasi, 
memberikan kepastian mengenai tanggal dan identitas 
para pihak yang mengadakan perjanjian, serta 
tandatangan yang dibubuhkan dalam akta tersebut. 
 Surat yang dilegalisasi memiliki kekuatan 
lebih kuat daripada yang hanya diregister. Perbedaan 
terbesar antara akta otentik dan akta yang dibuat di 
bawah tangan, ialah: 
1. Akta otentik mempunyai tanggal yang pasti, 
sedang mengenai tanggal dari akta yang dibuat 
di bawah tangan tidak selalu demikian; 
2. Grosse dari akta otentik dalam beberapa hal 
mempunyai kekuatan eksekutorial  seperti 
putusan hakim,  sedangkan akta yang dibuat di 
bawah tangan tidak pernah mempunyai 
kekuatan eksekutorial; 
3. Kemungkinan akan hilangnya akta yang dibuat 
di bawah tangan lebih besar terjadi  
dibandingkan dengan akta otentik 
(Lumban,1991).  
Suatu akta di bawah tangan hanyalah memberi 
pembuktian sempurna demi keuntungan orang kepada 
siapa sipenandatanganan hendak member bukti, 
sedangkan terhadap pihak ketiga kekuatan 
pembuktiannya adalah bebas. Berbeda dengan akta 
otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang pasti, 
maka terhadap akta di bawah tangan kekuatan 
pembuktiannya berada di tangan hakim untuk 
mempertimbangkannya. 
III. PENUTUP 
Pada dasarnya sebuah akta agar mempunyai 
kekuatan hukum yang mengikat (memiliki kekuatan 
pembuktian yang sempurna) sebaiknya dibuat secara 
otentik. Kriteria sebagai akta otentik adalah dibuat oleh 
yang berwenang membuat akta dan memenuhi syarat-
syarat sesuai peraturan perundang-undangan. Hukum 
Perjanjian mengandung asas kebebasan berkontrak, 
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oleh karena itu suatu perjanjian tidak terikat oleh suatu  
bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan maupun secara 
tertulis. Jika dibuat secara tertulis (dalam bentuk 
surat/akta) maka surat/akta ini bersifat sebagai suatu 
alat pembuktian apabila terjadi perselisihan. Akta 
adalah suatu tulisan yang ditandatangani dan dibuat 
untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Akta merupakan 
surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, 
pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang 
peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang 
berlaku, disaksikan, dibuat, dan disahkan oleh pejabat 
resmi. Akta terdiri atas dua jenis, yaitu akta otentik dan 
akta dibawah tangan. Sedangkan akta dibawah tangan 
dibedakan lagi yaitu akta dibawah tangan murni, 
didaftar (waarmerking), dan atau dilegalisasi.  
Akibat hukum dari suatu perjanjian tertulis 
dibawah tangan yang didaftarkan (waarmerking ) dan 
atau dilegalisasi tidak dapat dipergunakan sebagai alat 
bukti yang sempurna. Terhadap akta waarmerking, 
pertanggungjawaban Notaris sebatas pada 
membenarkan bahwa para pihak membuat 
perjanjian/kesepakatan pada tanggal yang tercantum 
dalam surat yang didaftarkan dalam Buku khusus 
Pendaftaran Surat Di Bawah Tangan.   
Sedangkan akibat hukum dalam pembuktian di 
pengadilan dalam hal ada akta dibawah tangan yang 
dilegalisasi oleh notaris adalah hanya mempunyai 
kekuatan pembuktian tentang tanggal dan tandatangan 
yang tercantum di dalamnya, sehingga  tidak 
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna 
karena terletak pada tandatangan para pihak yang jika 
diakui, merupakan bukti sempurna seperti akta otentik.  
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